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ABSTRAK

Petisi online memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengubah kebijakan
pemerintah pada tahun 2020-2021. Salah satunya ialah petisi gratsikan Vaksin
Covid-19. Minimnya lembaga khusus yang mengelola petisi juga mempengaruhi
sikap pemerintah dalam menangani petisi online. Amerika Serikat, Inggris, dan
Korea Selatan telah Menyusun mekanisme, aturan hukum dan lembaga khusus
petisi online. Peneliti ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh petisi online terhadap
kebijakan pemerintahan pada tahun 2020-2021, dan urgensi pelembagaan petisi
online di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau metode
kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui Jurnal, buku dan Peraturan
perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui pendekatan
peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan komparatif
(Comparatif Approach). Skripsi ini menggunakan teori Negara Hukum, Kedaulatan
Rakyat, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelembagaan petisi online
perlu dilakukan. Peraturan dan pelembagaan tentang petisi online, dapat
memudahkan masyarakat dalam menyampaikan kritik dan sarannya.

Kata Kunci : Petisi Online, Changes.Org, Kebebasan Berpendapat Dimuka
Umum, Penyelenggaraan pemerintahan, lembaga independ.



ABSTRACT

Online petitions have a significant influence in changing government policy
in 2020-2021. One of them is the petition for free Covid-19 vaccines. The lack of a
special institution that manages petitions also influences the government's attitude
in handling online petitions. The United States, England and South Korea have
developed mechanisms, legal regulations and special institutions for online
petitions. This researcher aims to examine the influence of online petitions on
government policy in 2020-2021, and the urgency of institutionalizing online
petitions in Indonesia.

This type of research is normative legal research or library methods. Data
collection is carried out through journals, books and statutory regulations. This
research approach was carried out through a statutory regulatory approach
(Statute Approach) and a comparative approach (Comparative Approach). This
thesis uses the theories of the Rule of Law, Popular Sovereignty, and Public Policy.

Based on the results of research and discussions, the institution of an online
petition needs to be carried out. Regulations and institutions regarding online
petitions can make it easier for the public to convey their criticism and suggestions.

Keywords: Online Petitions, Changes.Org, Freedom of Opinion in Public,
Administration, independent institutions.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum (Rechstaat) sebagaimana tertuang
dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1
ayat (3). Penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia menganut sistem
demokrasi konstitusional, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) (Amandemen 1V)
bahwa “(kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar)”. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang
dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.

Demokrasi adalah upaya pemerintah menjamin hak setiap warga
negaranya untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebuah negara
yang menganut sistem demokrasi, harus menjamim persamaan hak dalam
kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan tersebut dipergunakan
sebagali alat pengendali terhadap penyelenggaraan  pemerintahan.

Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum adalah hak yang

dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada



Pasal 28E ayat (3) bahwa‘“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Bentuk dari kebebasan
mengemukakan pendapat salah satunya ialah petisi.*

Petisi merupakan pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah
untuk meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap sesuatu yang
dipetisikan. Petisi adalah dokumen resmi yang berisi tandatangan beberapa
orang atau kelompok mengenai apa yang dipetisikan.?Sebuah petisi dalam
perkembangannya bisa dilakukan dengan mudah tanpa mengenal batasan
waktu dan tempat. Hal ini, merupakan dampak positif dari adanya kemajuan
teknologi dan informasi yakni media sosial. Perkembangan ini dapat
memberikan kemudahan dalam pertukaran infromasi ataupun data. Situs
petisi online yang dihasilkan dari adanya perkembangan teknologi dan
infromasi ialah Situs Changes.Org.

Situs petisi online ini menjadi alat demokrasi baru, dalam membangun
hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Petisi online adalah salah satu
media dalam menyampaikan pendapat baik berupa saran ataupun kritikan atas
penyelenggaraan pemerintah, pengaduan individu dan permohonan agar
mengubah suatu kebijakan publik.

Penggunan situs petisi online, sebagai cara untuk menyampaikan Kritik

! atipah Nasution,” Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik
di Era Digital”, Volume 4 Nomor 3 (2020), Jurnal Peneliti Pada Pusat Studi Konstitusi, Legislasi
Nasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. him.38.

?Latipah Nasution,” Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di
Era Digital”, Volume 4 Nomor 3 (2020), Jurnal Peneliti Pada Pusat Studi Konstitusi, Legislasi
Nasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. hIm.38.

3Irwin Deriyan Ferdiansyah, dkk, “Pengelompokan Dokumen Petisi Online Di Situs
Change.org Menggunakan Algoritme Hierarchical Clustering UPGM” , Jurnal Pengembangan
Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Vol.2, No. 10, (Oktober 2018). him. 3324.



dan saranya terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Mengalami
banyak perkembangan terutama di tahun 2020-2021. Penggunaan sekaligus
pengaruh petisi online ditahun 2020-2021 atau dikenal dengan masa
penyebaran Pandemi Covid-19. Virus mematikan yang berasal dari kota
Wuhan Negara China, dapat dilihat dari banyaknya petisi serta perubahan
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di masa penyebaran Virus Covid-19.
Petisi gratiskan Vaksin Covid-19 merupakan salah satu petisi yang
ditunjukan kepada pemerintah, dan digagas oleh Prof. Sulfikar Amir, Ph.D.
Associate Professor dan Pakar Sosiologi Bencana dari Nanyang
Technological University (NTU) Singapura. Gerakan ini dibuat sejak Selasa
(8/12/2020). Petisi ini telah ditanda tangani lebih dari 8.450 orang. Petisi
tersebut menghasilkan kebijakan pelaksanaan vaksinisasi gratis secara
menyeluruh. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa vaksin Covid-19
gratis sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021.*
Petisi copot Menteri Terawan sebagai Menteri kesehatan. Petisi ini
telah ditanda tangani sebanyak 56.613 orang. aktivis buruh, Para Mahasiswa
dan Laporcovid19.org merupakan para pengaggas petisi pencopotan Terawan
sebagai Menteri Kesehatan. Kinerja Menteri Terawan Agus Putranto yang
telah gagal sebagai Menteri Kesehatan dalam menangani penyebaran Virus
Covid-19 di Indonesia. Petisi dibuat dan ditunjukan kepada Presiden Jokowi

Widodo untuk mencopot Menteri Kesehatan Terawan dari jabatannya.

“Dwini Rahmadina Nisahati, “Digitalisasi dalam Mempengaruhi Partisipasi Publik: Studi
Kasus Pada Petisi Online ““ Gratiskan Vaksin Covid-19 Untuk Semua Rakyat Indonesia”, Jurnal
Communicology, Vol. 9 (No.1) : hal. 34-46 (Th. 2021). him. 34-37.



Pencopotan jabatan Menteri Kesehatan dilakukan pada Selasa (22/12/2020)
sore. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2020
tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet
Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yang salah satunya ialah Menteri
kesehatan yang digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin, seorang sarjana Fisika
Nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pengaruh penggunaan petisi online ditahun 2020 hingga 2021 tidak
semua mendapatkan respon yang baik dari pemerintah indonesia. Salah
satunya petisi Tolak RUU Cipta Kerja. Petisi ini sudah ditanda tangani
sebanyak 1,3 juta pengguna Internet sejak dibuat pada tanggal 5 oktober
2022, melalui situs Change.Org. Petisi yang dibuat oleh Busryo Mugodas,
Merry Kolimon, Ulil Absar Abdalla, Engkus Ruswana, Roy Murtadho, dan
Penrad Sagian. Menjelaskan bahwa RUU dapat mengancam banyak sektor,
mulai dari kehidupan sosial, sipil, ekonomi, budaya dan kebebasan beragama
atau berkeyakinan. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan Negara indonesia yang
menjungjung tinggi nilai hak asasi manusia. Petisi ini telah ditanda tangani
sebanyak 1,3 juta orang.®

Penggunaan petisi online sebagai salah satu media menyampaikan
aspirasi tidak memiliki regulasi yang jelas dalam Peraturan Perundang-
undangan. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan penanganan petisi

online di Negara Amerika Serikat, sebagai negara yang sama-sama mengakui

SPetisi Copot Terawan https://www.cnnindonesia.com/nasional/ribuan-orang-
tandatangani-petisi-minta-jokowi-copot-terawan.

bPetisi Tolak RUU Omnibuslaw https://nasional.sindonews.com/read/13-juta-orang-teken-
petisi-tolak-omnibus-law-cipta.



https://www.cnnindonesia.com/nasional/ribuan-orang-tandatangani-petisi-minta-jokowi-copot-terawan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/ribuan-orang-tandatangani-petisi-minta-jokowi-copot-terawan
https://nasional.sindonews.com/read/13-juta-orang-teken-petisi-tolak-omnibus-law-cipta
https://nasional.sindonews.com/read/13-juta-orang-teken-petisi-tolak-omnibus-law-cipta

hak asasi manusia dan demokrasi.

Aturan mekanisme dan pelembagaan petisi di negara tersebut dilakukan
dengan menyediakan gedung putih. Gedung tersebut berfungsi sebagai
penampung masyarakat yang mengajukan petisi, serta memberikan tegang
waktu selama 30 hari petisi tersebut harus ditanda tangani minimal sepuluh
ribu orang serta wajib dibahas di tingkat pemerintahan apabila telah mencapai
sepuluh ribu tanda tangan.” Selain Amerika serikat di beberapa negara lain
yang menganut sistem demokrasi menggunakan petisi sebagai media dalam
mengemukakan pendapat atau aspirasi. Petisi online dapat mengurangi
tindakan-tindakan irasional dalam menyampaikan pendapat, seperti aksi
anarkis pada demonstrasi yang menimbulkan korban jiwa. efektivitas petisi
online terletak pada kemampuannya dalam mempertahankan partisipasi
masyarakat serta memengaruhi pemerintah dalam pengambilan keputusan
untuk mengatasi ketidakadilan.®

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional terdapat inti dari
penegakan hukum yang terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-
nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap akhir untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Selain itu dalam hal penegakkan hukum di Indonesia perlu keselarasan antara

kebijakan yang ada serta efektivitas peranan dan fungsi lembaga penegak

"Petisi di Amerika Serikat Dan Korea selatan https://news.detik.com/berita/di-as-dan-
korsel-petisi-online-disediakan-oleh-kantor-kepresidenan.

8Taufiqurrohman, “Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya
Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan
Berpendapat”, Jurnal Legislasi Indonesia, VVol. 18, No. 1, him. 34.



https://news.detik.com/berita/di-as-dan-korsel-petisi-online-disediakan-oleh-kantor-kepresidenan
https://news.detik.com/berita/di-as-dan-korsel-petisi-online-disediakan-oleh-kantor-kepresidenan

hukum.®

Oleh karena penggunaan petisi online di Indonesia menurut penulis
perlu adanya pembentukan lembaga penegak hukum dari petisi tersebut, hal
tersebut bertujuan untuk mengefektifitaskan penggunaan petisi sebagai
bentuk media aspirasi dan menyatakan pendapat di Indonesia, serta
pembentukan regulasi yang jelas yang mengatur mengenai penggunaan,
pengaplikasian, kontrol, dan pengawasan agar terjaminya kepastian hukum.
Penulis menganggap urgentisitas dalam pembentukan lembaga independen
dapat mengontrol dan mengawasi serta melahirkan kebijakan terhadap petisi
online di Indonesia, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian
berjudul “Pelembagaan Petisi Online Sebagai Dasar Pengambilan
Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah” (Studi Kasus Petisi

Online Tahun 2020-2021).

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pengaruh Petisi Online Terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan Indonesia ?

2. Bagaimana Urgensi Pelembagaan Petisi Online di Indonesia ?

%Alrhega Caesar Grestiano Kolang dan Muhammad Dinul Akram, “Eksistensi Sentra
Gakkumdu Sebagai Penegak Hsukum Tindak Pidana Pemilu”, Jurnal Pettarani Election Review,
Vol. 1, Nomor 2 (Agustus 2020), him. 74.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pentingnya pelembagaan petisi online sebagai
dasar pengambilan kebijakan di Indonesia, sehingga terkontrolnya

mekanisme Perlindungan petisi online di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan, dapat dilihat dari dua
sisi sebagai berikut:
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan berpengaruh pada perkembangan
bidang IImu hukum tentang peran atau pengaruh sebuah petisi online
yang dapat dijadikan landasan atau alasan dalam pengambilan kebijakan
pemerintah.
b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan menjadi perbandingan bagi para peneliti
selanjutnya, serta sebagai kritik terhadap pejabat pemerintah agar
melakukan perlindungan hukum tentang petisi online sebagai bagian dari
mengeluarkan pendapat, mengingat perkembangan petisi online sebagai
dampak perkembangan teknologi dan informasi banyak memberikan
pengaruh yang signifikan. Terutama banyaknya pengaruh petisi online

ditahun 2020- 2021 terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.



D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah hasil penelusuran terhadap literatur-literatur yang
berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas. Berikut beberapa literatur

berupa skripsi dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama, Skripsi Berjudul.“Pengaturan Hukum Petisi Online Sebagai
Bentuk Partisipasi Masyarakat Untuk Pengambilan Kebijakan Publik Di
Indonesia”, skripsi ini ditulis oleh Ricky Harry Amukti. Pogram studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Skripsi ini menjelaskan
tentang pentingnya pengaturan Hukum Petisi Online sebagai bentuk Partisipasi
Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik di Indonesia. Perbedaannya
dengan skripsi yang penulis tulis yaitu, skripsi ini hanya membahsan tentang
penting pengaturan petisi online sebagai bentuk pengambilan kebijakan publik
saja, sedangkan skripsi yang penulis bahas tentang banyaknya pengaruh petisi
online pada tahun 2020-2021 serta urgensinya pembentukan lembaga petisi
online, agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan
sebuah petisi. Pembentukan lembaga petisi online dapat dilihat dari kebijakan

yang dilakukan oleh Negara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Inggris.

Kedua, Skripsi berjudul , “Analisis Yuridis Petisi Daring Sebagai Media
Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang Undangan’’. Skripsi ini ditulis oleh Muh Fanny

Chamdani, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas



Muhammadiyah Jember. Skripsi ini membahas tentang dampak dari adanya
petisi daring. Petisi daring merupakan bagian dari kemajuan teknologi dan
informasi dengan melihat keterlibatan masyarakat dalam pembentukan
perundang-undangan . Berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Perundang-undangan beserta peraturan-peraturan
turunannya. Jenis penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis Yuridis
Normatif. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis, penulis membahas
mengenai tidak adanya lembaga independen serta tidak adanya kepastian
hukum yang jelas mengenai petisi online di indonesia. Petisi tersebut memiliki
banyak pengaruh dalam penyelenggaraan pemerintaha Indonesia, beberapa

petisi dimasa ini dijadikan landasan terhadap sebuah keputusan.

Ketiga, Skripsi berjudul , “Aspirasi Masyarakat Pada Petisi Online
Change.Org :Analisis Wacana Pada Petisi”tolak kebijakan Obral Remisi Untuk
Koruptor” dan Petisi”’Dukung MUI Penjarakan Ahok” Situs Change.Org
Periode 2016”. Skripsi ditulis oleh Teguh Febrianto , Fakultas IImu Sosial Dan
ilmu Politik Universitas Malang. Penilitian ini membahas mengenai sebuah
petisi online yang menolak wacana kebijakan remisi UU KPK. Perbedaan
dengan skrispi penulis tulis, penulis membahas mengenai banyaknya pengaruh
petisi online di tahun 2020-2021 dalam mengubah kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah. Maka, pentingnya pembentukan lembaga petisi online sangat perlu

dilakukan agar petisi yang diajukan bisa terawasi dan terlindungi.
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Keempat, Jurnal Berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Petisi Online
Sebagai Bagian Dari Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Ketentuan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 20167, Jurnal yang ditulis oleh Kheren Gloria
Senduk, Dientje Rumimpunu, dan Anna Wahongan. Program studi ilmu hukum
Fakultas hukum, Universitas Sam Ratulangi. Jurnal ini menjelaskan tentang
keberadaan petisi online sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang
ditinjau dari ketentuan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016. Perbedaan
dengan skripsi yang penulis tulis, yakni penulis membahas tentang petisi yang
dijadikan landasan kebijakan dimasa pandemi yakni pada tahun 2020-2021.
petisi adalah bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum,
hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3), tentang kebebasan

berpendapat.

Kelima, Jurnal Berjudul “Pengaturan Petisi Online Dalam Peraturan
Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia”, jurnal ini ditulis oleh Suci
Oktaviani dan Komang Pradnyana Sudibya. Program Kekhususan Hukum
Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal ini menjelaskan
tentang lemahnya kekuatan hukum sebuah petisi online di Indonesia dalam
Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia, tentang kebebasan
mengeluarkan pendapat dimuka umum. Pengaturan dalam Pasal tersebut dinilai
terlalu umum jika dibandingkan dengan kekuatan hukum petisi di Negara
Amerika Serikat dan Korea Selatan yang mengatur secara jelas terkait
mekanisme pengaturan petisi online. Perbedaan dengan skripsi yang penulis

tulis terletak pada banyaknya pengaruh petisi online ditahun 2020-2021
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terhadap kebijakan atau penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Maka
perlunya pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam
mengontrol serta mengawasi petisi online di Indonesia. Mengingat Indonesia

adalah negara hukum yang mengakui hak asasi manusia.

Berdasarkan Latar Belakang Telaah Pustaka di atas sudah banyak karya
tentang petisi online sebagai bagian dari mengeluarkan pendapat, pentingnya
mengatur petisi online dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta petisi
diambil sebagai salah satu alasan mengambil kebijakan dalam kepemerintahan.
namun belum ada yang membahas secara pasti tentang urgensi pelembagaan
petisi online sebagai pengaruh dalam kebijakan, dimana petisi tersebut bagian
dari kebebasan berpendapat yang merupakan bagian hak asasi manusia dengan
mengambil studi kasus petisi online di tahun 2020 hingga tahun 2021. Maka
dari itu penulis mencoba meneliti hal tersebut dengan rencana judul penelitian
“PELEMBAGAAN PETISI ONLINE SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN
KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

INDONESIA : (Studi Kasus Petisi Online Tahun 2020-2021).

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Negara Hukum
Pada Hakikatnya negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum
pertama kali dicetuskan oleh Plato yang merupakan seorang filsuf serta
matematikawan Yunani (Athena). Hal ini dapat diketahui dari tulisanya

mengenai Nomoi, yakni sebuah tulisan yang dikeluarkanya saat ia di masa
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tua. Arti dari Nomoi sendiri merupakan penyelenggaraan negara yang baik.
Penyelenggaraan negara yang baik, yaitu berdasarkan pengaturan hukum.
gagasan tentang hukum ini diperkuat oleh tulisan muridnya yaitu Aristoteles
dalam buku Politica. Beliau berpendapat bahwa negara yang baik ialah negara
yang diperintah dengan adanya konstitusi serta memiliki kedaulatan hukum.
Ada beberapa unsur dalam pemerintahan yang berkonstitusi Yyaitu
pemerintahan dilaksanakan menurutkepentingan umum.

Pemerintahan yang dilaksanakan sesuai ketentuan- ketentuan umum
bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang dengan menyampingkan
konvensi dan konstitusi, pemerintah berkontribusi berarti pemerintah
dilaksanakan atas kehendak rakyat bukan karena adanya paksaan, yang
dilaksanakan oleh pemerintah despotik. Beliau menyebutkan konstitusi
adalah penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang
diamksudkan dengan badan pemerintah. Konstitusi adalah aturan-aturan serta
penguasa harus mengatur aturan negara menurut aturan-aturan tersebut.

Kedaulatan Rakyat

Tujuan dari negara adalah untuk menegakan hukum dan menjamin
kebebasan dari pada warga negaranya. Kebebasan yang dimaksudkan dalam
Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki batasan-batasan. Sedangkan
peraturan perundang-undangan dibuat oleh rakyat. Karena Undang-Undang
merupakan penjelemaan dari kemauan rakyat, maka rakyatlah yang memiliki

kekuasaan tertinggi.
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Kedaulatan rakyat adalah konsep tertinggi dalam sebuah negara.
kedaulatan rakyat merupakan perwujudan atas adanya kehendak umum.
tujuan penggunaan teori ini dengan melihat bagimana pengaruh kedaulatan
rakyat dalam sebuah petisi online di tahun 2020-2021, petisi online tersebut
berpengaruh  terhadap pengambilan  kebijakan  pemerintah  atau
penyelenggaraan pemerintah Indonesia.

. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh
pemerintah untuk melaksanakan perintahnya baik yang bersifat larangan
ataupun keharusan. Kebijakan publik pada dasarnya berfungsi dalam menata
kehidupan masyarakat dari berbagai hal yang bertujuan pada kepentingan
masyarakat pula. Kebijakan atau Policy adalah cara dalam bertindak dalam
mengambil keputusan, dimana setiap pengambilan dan penyusunan
keputusan tersebut diambil dari sebuah masalah yang sudah diidentifikasi.
Pelaksanaan atau pembuatan kebijakan merupakan solusi bagi adanya

masalah yang terdapat di lingkungan masyarakat Indonesia.

Tujuan penggunaan teori ini adalah untuk melihat bagaimana sebuah
kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah di indonesia yang diambil dari
sebuah petisi online. Karena kebijakan pemerintah dianggap bagus jika
tindakan-tindakan yang diambil bersifat konkret, dan merupakan solusi atas

masalah yang terjadi di masyarakat.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian
ini berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis terhadap kekaburan
dan kekosongan norma serta untuk menyampaikan aspek Kkritis dari
keilmuan hukumnya. Jenis penelitian hukum normatif berdasarkan pada
metode kepustakaan (normatif legal research). Metode kepustakaan ini
dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data. Bahan Hukum
tersebut bisa berbentuk buku ataupun literatur, jurnal, Peraturan Perundang-
Undangan serta beberapa literatur lainnya.

Penulusaran pustaka dilakukan dengan membaca, menganalisis dan
melakukan penelusuran dalam media internet terkait banyaknya
perkembangan petisi Online di indonesia, terutama di tahun 2020-2021.
Petisi yang mencuat di tahun 2020-2021 memiliki dampak terhadap
penyelenggaraan pemerintah indonesia atau tidak, dimana penyelenggaraan
pemerintahan indonesia berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Atas dampak
dari perkembangan tersebut apakah pemerintah melakukan pengesahan
terkait peraturan mekanisme petisi online di indonesia agar tidak mudah
dilanggar.

2. Sifat Penelitian
Deskriptif analisis penelitian pada penelitian yang penulis skirpsi
lakukan. deskriptif analisis merupakan sifat yang mendeskripsikan,

menyelidiki, menjelaskan dan menganalisis banyaknya pengaruh petisi



15

online pada tahun 2020-2021 terhadap perubahan kebijakan yang dibuat
oleh pemerintah, sehingga pentingnya pelembagaan petisi online sebagai
lembaga khusus yang mengawasi dan mengontrol berjalanya sebuah petisi
di Indonesia. Metode hukum normatif dilakukan dengan menekankan dan
berpegang pada asek-aspek yuridis, tetapi tidak menutup kemungkinan
menggunakan data primer untuk melihat hal-hal yang berhubungan
langsung dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis dipergunakan
untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut
bertujuan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum, serta
dilengkapi dengan berbagai temuan yang ada di masyarakat untuk
dijadikan sebagai sumber data primer guna mengungkap permasalahan
yang diteliti sesuai dengan ketentuan penelitian hukum normatif.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penulisan skripsi ini, menggunakan
pendekatan yang diantaranya sebagai berikut :
a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengamati sebuah
peraturan perundang-undangan, serta regulasi yang memiliki
keterkaitan denga masalah atau isu hukum ang sedang penulis teliti.
Sifat pendekatan ini salah satunya ialah Comprehensive. Sifat ini
mengandung arti bahwa norma-norma hukum yang terkandung
didalamnya memiliki hubungan antara yang satu dengan lainnya secara

logis.
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b. Pendekatan Komparatif (comparative approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan dengan
sistem hukum atau peraturan Undang-Undang dari satu atau lebih
negara lain tentang masalah atau isu yang sama, termasuk sebuah
putusan pengadilan. Perbandingan hukum dilakukan dengan cara
perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum.
Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan
dari masing-masing negara yang dimaksud.

Perkembangan petisi online sebagai bagian dari kebebasan
mengeluarkan pendapat pada dasarnya sama-sama dibahas oleh negara
Amerika Serikat yang memiliki perbedaan sistem hukum dengan
Indonesia. Amerika Serikat telah meresmikan peraturan tentang petisi
online agar dalam mekanismenya mendapatkan penanganan yang baik
dari pemerintah setempat. Hal ini tertuang dalam Amandemen pertama
konstitusi Amerika Serikat dimana pemerintah melarang sebuah
kongres untuk meringkas hak rakyat secara damai dan mengajukan
sebuah petisi. Amerika Serikat memiliki sistem pemerintahan yang
sama dengan indonesia yaitu istem pemerintahan presidensil.

4. Sumber Data
Penelitian ini bersumber pada Bahan Hukum Primer, Sekunder dan
Tersier.

a. Bahan Hukum Primer
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Bahan Hukum Primer bersifat autoritatif, merupakan Bahan Hukum
yang memiliki otoritas seperti, Peraturan Perundang-undangan beserta
data atau dokumen terkait penelitian yaitu :
e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28E ayat 3 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat.
e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.
e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berisi penjelasan bahan hukum primer yang
terdiri: Jurnal, Buku, Artikel, Hasil Penelitian terdahulu, mengenai
pengaturan petisi online hingga pengaruhnya dalam pemerintahan di
Indonesia.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan yang berisi petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti Kamus Bahasa Indonesia dan enslikopedia, indeks kumulatif.

G. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mencari

dokumen tertulis, seperti buku mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat
dan Hak Asasi Manusia, skirpsi tentang petisi online dan perkembangannya

sebagai bagian dari mengeluarkan kebebasan berpendapat, jurnal, makalah, dan
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beberapa literatur lain yang membahas tentang permasalahan yang sedang

diteliti oleh penulis.

. Analisis Data

Proses menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. teknik
analisis ini dilakukan dengan melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap
bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dipelajari. Manfaat
penggunaan metode interpretasi (penafsiran) adalah untuk menafsirkan hukum,
apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat
kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang
kabur. Penafsiran dalam analiss data kali ini menggunakan jenis penafsiran
antisipasi, yaitu menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu
aturan yang belum berlaku.

Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan atau penulisan yang disusun , tersusun dari
beberapa susunan yakni :

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan dimulai dengan adanya latar
belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, manfaat dan kegunaan
penelitian, Tujuan penelitian, telaah pustaka, Kerangka teoritik, metode
penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisi penjelasan tentang teori-teori yang penulis Pilih untuk
menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Yakni
penjelasan secara detail mengenai teori: Teori Negara Hukum, Teori

Kedaulatan rakyat, Teori kebijakan Publik.
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Bab Tiga, pada bab ini berisi gambaran umum mengenai konsep
kebebasan berpendapat dan petisi online.

Bab Empat, pada bab merupakan penjelasan atau hasil analisis dari
rumusan masalah yang dijelaskan pada bab 1. hasil analisis megenai bagaimana
perkembangan petisi online di indonesia dan bagaimana pentingnya
pelembagaan petisi online di indonesia.

Bab Lima ataupun bab akhir, pada bab ini berisi saran dan kritikan serta

simpulan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas oleh penulis pada bab 1- bab 4
mengenai pelembagaan petisi oleh sebagai dasar pengambilan kebijakan
dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia. maka, dapat disimpulkan
sebagai berikut :

1. Pengaruh peisi Online di Indonesia tahun 2020-2021 dapat
dilihat dari ke-7 petisi yang berhasil mengubah dan memaksa
pemerintah untuk membentuk sebuah kebiajakan diantaranya
- petisi gratiskan vaksin, petisi copot terawan sebagai menteri,
Petisi Hapuskan UN di masa pandemi Covid-19, petisi
Bebaskan biaya UKT dan TugasAkhir di masa Pandemi
Covid-19, petisi tolak pelaksanaan pilkada dimasa pandemi
covid-19.

2. Pembentukan lembaga khusus yang menangani petisi online
sangat perlu dilakukan agar, mekanisme pengajuan petisi bisa
terawasi dan terjamin perlindunganya. Adanya lembaga
khusus yang menangani petisi juga dapat melindungi
masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan

oleh pemerintah.

128



B. Saran
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Berdasarkan penelitian di atas, adapun saran yang dapat

diberikan dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

3.

Pemerintah Indonesia harus segera membentuk lembaga petisi
online agar dapat memberikan perlindungan terhadap para
pembuat petisi online dari penyalahgunaan kekuasaan
Pengaturan petisi dan pembentukan situs resmi petisi online
harus segera dilakukan karena peraturan hukum yang kabur
dapat menimbulkan ketidak jelasan dan tindakan kesewenang-
wenangan pemerintah dalam menanggapi petisi online.

Masyarakat indonesia dapat menggunakan situs petisi yang
telah dibuat oleh pemerintah untuk menyampaikan Kkritik
ataupun saranya terhadap pemerintah tanpa harus mengalami

keterhambatan ruang dan waktu.
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